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Abstrak

Ekonomi hijau telah menjadi salah satu istilah paling populer dalam kebijakan pembangunan Indonesia.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan transisi menuju kegiatan ekonomi yang rendah karbon, efisien
dalam penggunaan sumber daya, menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan terhadap
perubahan iklim, dan membagi manfaat pembangunan secara lebih adil. Namun popularitas istilah tersebut
menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ekonomi hijau di Indonesia telah menjadi transformasi struktural
yang mengubah energi, industri, pertanian, kota, investasi, pekerjaan, fiskal, dan pengelolaan modal alam,
atau masih berfungsi terutama sebagai label baru bagi kebijakan serta proyek lama? Artikel ini membangun
kerangka analitis untuk membedakan perubahan substantif dari greenwashing kebijakan. Transformasi
struktural mensyaratkan perubahan dalam komposisi produksi dan konsumsi, teknologi, harga relatif,
institusi, distribusi pekerjaan, pembiayaan, serta indikator keberhasilan pembangunan. Sebaliknya,
ekonomi hijau menjadi label apabila strategi berhenti pada deklarasi, penandaan anggaran, proyek
percontohan, sertifikasi, atau narasi investasi tanpa penurunan emisi absolut, perbaikan kualitas ekosistem,
efisiensi material, dan peningkatan kesejahteraan kelompok terdampak. Pembahasan meliputi definisi
ekonomi hijau inklusif, pertumbuhan hijau, dekarbonisasi, ekonomi sirkular, natural capital accounting,
green industrial policy, transisi energi, pembiayaan hijau, pasar karbon, hilirisasi mineral, kehutanan,
pertanian, kelautan, perkotaan, transportasi, UMKM, pekerjaan hijau, dan keadilan transisi. Artikel
menempatkan modal alam sebagai aset ekonomi yang harus dipertahankan, bukan sebagai sumber ekstraksi
tanpa batas. Indonesia memiliki peluang besar karena kekayaan biodiversitas, energi terbarukan, mineral
kritis, pasar domestik, dan posisi strategis. Namun peluang tersebut dibatasi oleh ketergantungan pada batu
bara, ekspansi penggunaan lahan, subsidi yang tidak selaras, lemahnya penegakan, fragmentasi kebijakan,
dan risiko konsentrasi manfaat pada pelaku besar. Argumen utama artikel adalah bahwa ekonomi hijau
hanya dapat disebut transformasi apabila menghasilkan perubahan terukur pada intensitas karbon dan
material, produktivitas sumber daya, kualitas udara dan air, tutupan ekosistem, pekerjaan layak, distribusi
pendapatan, serta ketahanan wilayah. Untuk itu diperlukan reformasi harga, regulasi, investasi publik,
pengadaan, data, akuntansi lingkungan, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang
mampu menghentikan kegiatan tidak berkelanjutan. Artikel mengusulkan peta jalan 2026-2035, Balanced
Scorecard, indikator anti-greenwashing, dan agenda pendidikan manajemen bagi IBM-ASMI.

Kata Kunci

ekonomi hijau; transformasi struktural; pertumbuhan hijau; dekarbonisasi; modal alam; ekonomi sirkular;
pekerjaan hijau; keadilan transisi; greenwashing; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Ekonomi hijau bukan sekadar sektor lingkungan. la adalah perubahan cara seluruh ekonomi memproduksi,
menggunakan energi, mengelola bahan, membiayai investasi, menilai aset alam, dan mendistribusikan
manfaat. Karena itu, ukuran keberhasilannya harus melampaui jumlah proyek hijau.
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UNEP mendefinisikan ekonomi hijau inklusif sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia
dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. Tiga unsur
pentingnya adalah rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif.

Indonesia menghadapi paradoks. Negara memiliki kekayaan alam, potensi energi terbarukan, biodiversitas,
mineral transisi, dan pasar besar, tetapi struktur pertumbuhan masih bergantung pada ekstraksi sumber
daya, batu bara, perubahan penggunaan lahan, dan konsumsi material yang meningkat.

Transformasi struktural membutuhkan perubahan pada harga relatif melalui pajak, subsidi, standar, dan
pengadaan. Jika energi fosil tetap lebih murah karena dukungan kebijakan, investasi hijau akan sulit
mencapai skala meskipun terdapat taksonomi atau pembiayaan hijau.

Greenwashing kebijakan terjadi ketika label hijau tidak diikuti additionality, baseline, target, transparansi,
dan verifikasi. Penandaan anggaran, obligasi hijau, atau sertifikasi dapat berguna, tetapi tidak cukup tanpa
outcome lingkungan yang dapat diukur.

Keadilan transisi merupakan syarat. Pekerja, daerah penghasil, masyarakat adat, petani, nelayan, dan rumah
tangga berpendapatan rendah harus memperoleh perlindungan, akses pekerjaan baru, kompensasi, dan
suara dalam keputusan. Transisi yang tidak adil akan kehilangan legitimasi.

Hilirisasi mineral dapat mendukung teknologi rendah karbon, tetapi tidak otomatis hijau. Devisa dan nilai
tambah harus dibandingkan dengan emisi energi, kerusakan ekosistem, limbah, konflik lahan, kualitas
kerja, dan manfaat lokal.

Ekonomi hijau menjadi transformasi apabila kebijakan mampu menghentikan kegiatan yang tidak
berkelanjutan, bukan hanya menambah proyek baru. Sunset bagi subsidi fosil, standar emisi, perlindungan
ekosistem, dan penegakan hukum sama pentingnya dengan insentif.

Halaman 4



Ekonomi Hijau Indonesia: Transformasi Struktural atau Sekadar Label Baru?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Daftar Isi
1. Pendahuluan: Menguji Makna Ekonomi Hijau

. Definisi Ekonomi Hijau, Pertumbuhan Hijau, dan Pembangunan Berkelanjutan
. Transformasi Struktural versus Perubahan Kosmetik

. Struktur Ekonomi Indonesia dan Ketergantungan pada Modal Alam

2
3
4
5. Modal Alam, Jasa Ekosistem, dan Akuntansi Nasional
6. Dekarbonisasi dan Transisi Energi

7. Batu Bara, Subsidi, dan Political Economy of Transition

8. Energi Terbarukan dan Reformasi Sistem Kelistrikan

9. Green Industrial Policy dan Manufaktur Rendah Karbon
10. Hilirisasi Mineral Kritis: Hijau atau Ekstraktif Baru?

11. Kehutanan, Lahan, Gambut, dan Biodiversitas

12. Pertanian, Pangan, dan Ekonomi Bio

13. Ekonomi Biru dan Modal Alam Maritim

14. Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Material

15. Kota Hijau, Transportasi, dan Bangunan

16. Pembiayaan Hijau, Taksonomi, dan Risiko Greenwashing
17. Pasar Karbon dan Penetapan Harga Emisi

18. Pekerjaan Hijau, Keterampilan, dan Keadilan Transisi

19. UMKM dan Inklusi dalam Ekonomi Hijau

20. Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah

21. Data, Indikator, dan Pengukuran Transformasi

22. Studi Kasus Analitis

23. Balanced Scorecard Ekonomi Hijau Indonesia

24. Peta Jalan Transformasi 2026-2035

25. Kesimpulan: Dari Label menuju Perubahan Sistemik
Glossarium
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1. Pendahuluan: Menguji Makna Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau telah menjadi bahasa kebijakan utama. Dalam konteks 1. pendahuluan: menguji makna
ekonomi hijau, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
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Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Popularitas istilah meningkatkan risiko pengaburan makna. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan
ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Pertanyaan utama adalah perubahan struktur dan outcome. Pengukuran harus membedakan intensitas dan
tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Indonesia memiliki peluang serta kontradiksi besar. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Kerangka evaluasi perlu tegas dan terukur. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

2. Definisi Ekonomi Hijau, Pertumbuhan Hijau, dan Pembangunan
Berkelanjutan

Ekonomi hijau menekankan kesejahteraan, keadilan, dan risiko ekologis. Dalam konteks 2. definisi
ekonomi hijau, pertumbuhan hijau, dan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai
proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi
sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi
tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Pertumbuhan hijau berfokus pada pertumbuhan yang menjaga aset alam. Ekonomi hijau juga merupakan
persoalan ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Pembangunan berkelanjutan memiliki cakupan sosial lebih luas. Pengukuran harus membedakan intensitas
dan tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan
volume. Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis
indikator diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.
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Dekarbonisasi merupakan komponen, bukan keseluruhan. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai
negara kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis
terjadi di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Definisi memengaruhi indikator serta kebijakan. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

3. Transformasi Struktural versus Perubahan Kosmetik

Transformasi mengubah komposisi produksi serta pekerjaan. Dalam konteks 3. transformasi struktural
versus perubahan kosmetik, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori
promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif,
kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Perubahan kosmetik mempertahankan model lama dengan label baru. Ekonomi hijau juga merupakan
persoalan ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Additionality dan counterfactual penting. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Kebijakan harus mengubah insentif serta institusi. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Outcome lebih penting daripada narasi. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator
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Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses

4. Struktur Ekonomi Indonesia dan Ketergantungan pada Modal Alam

Sumber daya menjadi fondasi ekspor dan penerimaan. Dalam konteks 4. struktur ekonomi indonesia dan
ketergantungan pada modal alam, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan
kategori promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga
relatif, kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Ekstraksi menghasilkan pertumbuhan serta biaya ekologis. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan
ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Ketergantungan komoditas menciptakan volatilitas. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Jasa dan manufaktur perlu lebih produktif. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Diversifikasi menentukan ketahanan. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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5. Modal Alam, Jasa Ekosistem, dan Akuntansi Nasional

PDB tidak mengurangi depresiasi modal alam secara penuh. Dalam konteks 5. modal alam, jasa ekosistem,
dan akuntansi nasional, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori
promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif,
kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Ekosistem menyediakan jasa ekonomi dan sosial. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi
politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Natural capital accounting melengkapi akun nasional. Pengukuran harus membedakan intensitas dan
tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Valuasi tidak berarti menjual seluruh alam. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Indikator aset perlu masuk keputusan. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses
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6. Dekarbonisasi dan Transisi Energi

Energi merupakan sumber emisi serta produktivitas. Dalam konteks 6. dekarbonisasi dan transisi energi,
ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi berarti
perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan
distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya belum
dapat disebut hijau.

Dekarbonisasi memerlukan perubahan pembangkit dan permintaan. Ekonomi hijau juga merupakan
persoalan ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Efisiensi sering menjadi pilihan termurah. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Keandalan dan keterjangkauan harus dijaga. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Transisi membutuhkan investasi serta koordinasi. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses
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7. Batu Bara, Subsidi, dan Political Economy of Transition

Batu bara memberi listrik, ekspor, pekerjaan, dan rente. Dalam konteks 7. batu bara, subsidi, dan political
economy of transition, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Kepentingan yang terbentuk menahan perubahan. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi
politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Subsidi dan kontrak memengaruhi harga relatif. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Pensiun dini pembangkit memerlukan governance. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Daerah serta pekerja membutuhkan strategi transisi. Tata kelola menentukan apakah kebijakan
menghasilkan perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran,
standar, data, pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target
menjadi aspirasi yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

8. Energi Terbarukan dan Reformasi Sistem Kelistrikan

Indonesia memiliki potensi surya, panas bumi, hidro, bioenergi, dan angin. Dalam konteks 8. energi
terbarukan dan reformasi sistem kelistrikan, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi,
bukan kategori promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi,
harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara
label pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Potensi teknis tidak sama dengan proyek layak. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Jaringan, pengadaan, tarif, dan risiko menentukan. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
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Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Penyimpanan serta fleksibilitas sistem penting. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Reformasi kelembagaan mendahului skala. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

9. Green Industrial Policy dan Manufaktur Rendah Karbon

Kebijakan industri dapat membangun teknologi serta pekerjaan. Dalam konteks 9. green industrial policy
dan manufaktur rendah karbon, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori
promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif,
kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Insentif perlu bersyarat pada kinerja. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Standar karbon global mengubah daya saing. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Efisiensi energi dan material menurunkan biaya. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Proteksi tanpa disiplin menciptakan rente. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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10. Hilirisasi Mineral Kritis: Hijau atau Ekstraktif Baru?

Mineral diperlukan untuk baterai dan teknologi transisi. Dalam konteks 10. hilirisasi mineral kritis: hijau
atau ekstraktif baru?, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Permintaan global menciptakan peluang nilai tambah. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi
politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Proses dapat intensif energi dan merusak lingkungan. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Manfaat lokal serta teknologi harus diukur. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Hilirisasi hijau memerlukan listrik bersih dan standar. Tata kelola menentukan apakah kebijakan
menghasilkan perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran,
standar, data, pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target
menjadi aspirasi yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses
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11. Kehutanan, Lahan, Gambut, dan Biodiversitas

Hutan menyimpan karbon dan biodiversitas. Dalam konteks 11. kehutanan, lahan, gambut, dan
biodiversitas, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Perubahan lahan memiliki opportunity cost besar. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi
politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Perlindungan memerlukan hak, insentif, dan penegakan. Pengukuran harus membedakan intensitas dan
tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Restorasi menghasilkan jasa ekonomi jangka panjang. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai
negara kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis
terjadi di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Masyarakat lokal adalah pengelola penting. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

12. Pertanian, Pangan, dan Ekonomi Bio

Pertanian menghadapi iklim, produktivitas, dan kemiskinan. Dalam konteks 12. pertanian, pangan, dan
ekonomi bio, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Praktik regeneratif dapat menjaga tanah dan air. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Input, mekanisasi, dan digital perlu tepat konteks. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
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Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Bioeconomy dapat meningkatkan nilai residu. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Ketahanan pangan tidak identik dengan ekspansi lahan. Tata kelola menentukan apakah kebijakan
menghasilkan perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran,
standar, data, pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target
menjadi aspirasi yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

13. Ekonomi Biru dan Modal Alam Maritim

Laut menyediakan pangan, karbon, wisata, dan perlindungan. Dalam konteks 13. ekonomi biru dan modal
alam maritim, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Overfishing serta polusi mengurangi aset. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Kawasan konservasi perlu pembiayaan dan enforcement. Pengukuran harus membedakan intensitas dan
tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Blue finance memiliki risiko label. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Nelayan kecil harus memperoleh manfaat. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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14. Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Material

Ekonomi sirkular menjaga nilai produk serta material. Dalam konteks 14. ekonomi sirkular dan efisiensi
material, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi
berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja,
dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya
belum dapat disebut hijau.

Daur ulang merupakan bagian akhir, bukan keseluruhan. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan
ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Desain, reparasi, reuse, dan business model penting. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Extended producer responsibility mengubah insentif. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai
negara kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis
terjadi di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Sektor informal perlu diintegrasikan adil. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

15. Kota Hijau, Transportasi, dan Bangunan

Urbanisasi menentukan pola emisi puluhan tahun. Dalam konteks 15. kota hijau, transportasi, dan
bangunan, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Transportasi publik dan tata ruang saling terkait. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Bangunan efisien mengurangi kebutuhan energi. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
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Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Ruang hijau memberi manfaat kesehatan serta iklim. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Pemerintah kota membutuhkan fiskal dan data. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

16. Pembiayaan Hijau, Taksonomi, dan Risiko Greenwashing

Pembiayaan mengarahkan investasi dan mengelola risiko. Dalam konteks 16. pembiayaan hijau, taksonomi,
dan risiko greenwashing, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori
promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif,
kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Taksonomi memberi bahasa bersama. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Label tidak menjamin additionality. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Disclosure dan verification harus kuat. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Transisi membutuhkan pembiayaan bagi sektor sulit. Tata kelola menentukan apakah kebijakan
menghasilkan perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran,
standar, data, pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target
menjadi aspirasi yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses

17. Pasar Karbon dan Penetapan Harga Emisi

Harga karbon menginternalisasi biaya emisi. Dalam konteks 17. pasar karbon dan penetapan harga emisi,
ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi berarti
perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan
distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya belum
dapat disebut hijau.

Pajak dan perdagangan memiliki trade-off. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Kualitas baseline dan MRV menentukan. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Offset dapat membantu atau menunda pengurangan. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Pendapatan perlu digunakan secara adil. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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18. Pekerjaan Hijau, Keterampilan, dan Keadilan Transisi

Pekerjaan baru muncul sementara pekerjaan lama hilang. Dalam konteks 18. pekerjaan hijau, keterampilan,
dan keadilan transisi, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Jumlah pekerjaan tidak cukup; kualitas penting. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Reskilling harus terhubung permintaan nyata. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Perlindungan sosial mengurangi risiko transisi. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Dialog pekerja dan daerah penting. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses
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19. UMKM dan Inklusi dalam Ekonomi Hijau

UMKM menghadapi biaya investasi serta informasi. Dalam konteks 19. umkm dan inklusi dalam ekonomi
hijau, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi
berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja,
dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya
belum dapat disebut hijau.

Efisiensi dapat meningkatkan produktivitas. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik.
Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya.
Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan
berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Standar hijau dapat menjadi peluang atau barrier. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Pembiayaan dan pendampingan perlu sederhana. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Koperasi dapat mengagregasi. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan. Target
jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

20. Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Banyak keputusan lingkungan berada di daerah. Dalam konteks 20. desentralisasi dan kapasitas pemerintah
daerah, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi
berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja,
dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya
belum dapat disebut hijau.

Kapasitas serta fiskal sangat beragam. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Insentif daerah dapat bertentangan dengan konservasi. Pengukuran harus membedakan intensitas dan
tingkat absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
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Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Transfer ekologis dapat membantu. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Kerja sama antardaerah diperlukan. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

21. Data, Indikator, dan Pengukuran Transformasi

PDB tidak cukup mengukur ekonomi hijau. Dalam konteks 21. data, indikator, dan pengukuran
transformasi, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi.
Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi
tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah,
hasilnya belum dapat disebut hijau.

Emisi, material, ekosistem, pekerjaan, dan distribusi perlu digabung. Ekonomi hijau juga merupakan
persoalan ekonomi politik. Setiap transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang
menanggung biaya. Perusahaan mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat
memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami
resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Baseline serta time series penting. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut. Intensitas
emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula efisiensi
material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar klaim
keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Green Economy Index dapat memberi arah. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara
kepulauan. Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi
di daerah ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta
memasukkan transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Data harus memengaruhi anggaran. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses

22. Studi Kasus Analitis

Kasus menguji konsistensi label dan outcome. Dalam konteks 22. studi kasus analitis, ekonomi hijau perlu
dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi berarti perubahan pada
teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat.
Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Setiap sektor memiliki trade-off berbeda. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Proses partisipasi menentukan legitimasi. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Skala dan additionality perlu dinilai. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Pembelajaran harus mengubah desain. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.
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23. Balanced Scorecard Ekonomi Hijau Indonesia

Scorecard menggabungkan ekonomi, sosial, alam, dan institusi. Dalam konteks 23. balanced scorecard
ekonomi hijau indonesia, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori
promosi. Transformasi berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif,
kompetensi tenaga kerja, dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label
pembiayaan berubah, hasilnya belum dapat disebut hijau.

Indikator harus dapat ditindaklanjuti. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap
transisi menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan
mapan, pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda.
Kebijakan yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh
kelompok kuat.

Target absolut dan intensitas berbeda. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Distribusi manfaat perlu terlihat. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Risiko greenwashing dipantau. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan. Target
jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator

Ekonomi Apakah produktivitas dan daya | Nilai tambah, investasi
saing meningkat?

Karbon Apakah emisi absolut turun? tCO2e, intensitas

Sumber daya Apakah ekstraksi serta limbah Material footprint, circularity
berkurang?

Alam Apakah stok ekosistem Hutan, air, biodiversitas
membaik?

Sosial Apakah manfaat inklusif? Pekerjaan, pendapatan, akses
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24. Peta Jalan Transformasi 2026-2035

Fondasi dimulai dari harga, data, dan hukum. Dalam konteks 24. peta jalan transformasi 2026-2035,
ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi berarti
perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja, dan
distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya belum
dapat disebut hijau.

Investasi publik memberi arah. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap transisi
menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan mapan,
pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan
yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Sektor prioritas memerlukan sequencing. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat absolut.
Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume. Demikian pula
efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator diperlukan agar
klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.

Keadilan transisi harus dibiayai. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Manfaat
investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah ekstraksi.
Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan transfer fiskal,
pekerjaan, dan hak masyarakat.

Evaluasi serta koreksi dilakukan berkala. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan
perubahan. Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data,
pengadaan, enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi
yang mudah ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

25. Kesimpulan: Dari Label menuju Perubahan Sistemik

Ekonomi hijau harus mengubah struktur. Dalam konteks 25. kesimpulan: dari label menuju perubahan
sistemik, ekonomi hijau perlu dipahami sebagai proyek transformasi, bukan kategori promosi. Transformasi
berarti perubahan pada teknologi, komposisi sektor, pola investasi, harga relatif, kompetensi tenaga kerja,
dan distribusi manfaat. Jika struktur produksi tetap sama sementara label pembiayaan berubah, hasilnya
belum dapat disebut hijau.

Tambahan proyek tidak cukup. Ekonomi hijau juga merupakan persoalan ekonomi politik. Setiap transisi
menghasilkan pihak yang memperoleh peluang dan pihak yang menanggung biaya. Perusahaan mapan,
pekerja, pemerintah daerah, konsumen, dan masyarakat adat memiliki kepentingan berbeda. Kebijakan
yang mengabaikan hubungan kekuasaan akan mengalami resistensi atau ditangkap oleh kelompok kuat.

Kegiatan tidak berkelanjutan perlu dihentikan. Pengukuran harus membedakan intensitas dan tingkat
absolut. Intensitas emisi dapat turun sementara emisi total terus naik karena pertumbuhan volume.
Demikian pula efisiensi material dapat membaik tetapi ekstraksi total meningkat. Kedua jenis indikator
diperlukan agar klaim keberhasilan tidak menutupi rebound effect.
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Keadilan dan modal alam menjadi inti. Dimensi spasial penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Manfaat investasi hijau dapat terkonsentrasi di pusat industri, sedangkan biaya ekologis terjadi di daerah
ekstraksi. Analisis perlu mengikuti rantai nilai dari lokasi sumber daya hingga pasar serta memasukkan
transfer fiskal, pekerjaan, dan hak masyarakat.

Keberhasilan diukur melalui outcome. Tata kelola menentukan apakah kebijakan menghasilkan perubahan.
Target jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi mandat institusi, anggaran, standar, data, pengadaan,
enforcement, dan mekanisme pengaduan. Tanpa perangkat tersebut, target menjadi aspirasi yang mudah
ditunda.

Ujian akhirnya adalah perubahan outcome: apakah emisi turun, modal alam membaik, sumber daya
digunakan lebih efisien, pekerjaan layak bertambah, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Label
ekonomi hijau harus tunduk pada bukti tersebut.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Obligasi Hijau untuk Proyek Lama

Sebuah proyek infrastruktur yang telah direncanakan diberi pembiayaan hijau karena memiliki komponen
efisiensi. Pertanyaan utamanya adalah additionality: apakah label mengubah desain, emisi, atau standar,
atau hanya mengganti sumber dana?

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 2: Pabrik Baterai dengan Listrik Batu Bara
Industri baterai mendukung kendaraan listrik, tetapi proses menggunakan listrik intensif karbon. Analisis

harus menghitung emisi siklus hidup, limbah, air, pekerjaan, dan teknologi, bukan hanya produk akhir.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 3: Restorasi Gambut dan Ekonomi Lokal
Restorasi mengurangi kebakaran dan emisi, tetapi masyarakat membutuhkan penghidupan. Paludikultur,
hak kelola, pasar, dan perlindungan sosial menentukan keberlanjutan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 4: Bus Listrik Perkotaan

Bus listrik menurunkan polusi lokal, tetapi manfaat tergantung bauran listrik, utilisasi, jaringan rute, dan
perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi. Pengadaan unit tanpa reformasi layanan menghasilkan
dampak terbatas.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.
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Kasus 5: Sertifikasi Komoditas
Sertifikasi dapat membuka pasar dan memperbaiki praktik, tetapi biaya dapat mengecualikan petani kecil.
Group certification, traceability, dan dukungan perlu.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 6: Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi
Teknologi pengolahan dipilih karena terlihat modern, tetapi pemilahan sumber dan pengurangan tidak
berjalan. Solusi hijau harus mengikuti hirarki sampah dan biaya siklus hidup.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 7: Pembangkit Surya Skala Besar
Energi bersih bertambah, tetapi proyek memerlukan lahan serta jaringan. Konsultasi masyarakat,
biodiversitas, penggunaan lahan terdegradasi, dan benefit sharing penting.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 8: Kredit Hijau UMKM
Bank menawarkan kredit hijau, tetapi persyaratan rumit. Tanpa audit energi sederhana dan pendampingan,

produk hanya digunakan perusahaan besar.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 9: Ekowisata
Destinasi diberi label ekowisata tetapi jumlah pengunjung melebihi daya dukung. Batas kunjungan,
pendapatan lokal, sampah, air, dan konservasi perlu diukur.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Kasus 10: Penanaman Pohon sebagai Offset

Perusahaan membeli offset tanpa mengurangi emisi operasi. Permanence, leakage, additionality, hak lahan,
dan pengurangan internal harus diperiksa.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa teknologi atau label yang tampak hijau belum tentu menghasilkan
transformasi. Penilaian harus mencakup siklus hidup, distribusi manfaat, alternatif, dan tata kelola.

Pendalaman Analitis: Greenwashing Kebijakan dan Korporasi

A. Bentuk-Bentuk Greenwashing

Greenwashing dapat berbentuk klaim kabur, seleksi indikator, pengalihan perhatian, label tanpa standar,
atau promosi proyek kecil untuk menutupi dampak utama. Pada tingkat negara, greenwashing terjadi ketika
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target jangka panjang diumumkan sementara kebijakan jangka pendek tetap memperluas aset fosil atau
ekstraksi.

Klaim net-zero dapat bergantung pada offset yang tidak pasti. Prioritas seharusnya pengurangan emisi
langsung dan transformasi teknologi. Offset digunakan untuk residu sulit dikurangi dengan kualitas tinggi.

Green budgeting dapat menjadi formalitas jika tagging tidak memengaruhi alokasi. Setiap tagged
expenditure perlu theory of change, baseline, target, dan evaluasi.

Taksonomi membantu mengurangi klaim sewenang-wenang, tetapi kategori transisi harus memiliki batas
waktu dan trajectory. Jika terlalu longgar, ia melegitimasi business as usual.

Anti-greenwashing membutuhkan standard, audit independen, data terbuka, sanksi, dan hak publik untuk
menggugat klaim.

B. Decoupling: Relatif atau Absolut

Decoupling relatif terjadi ketika dampak lingkungan tumbuh lebih lambat daripada PDB. Decoupling
absolut terjadi ketika ekonomi tumbuh sementara dampak total turun. Transformasi hijau yang konsisten
dengan batas ekologis memerlukan decoupling absolut pada indikator utama.

Emisi teritorial perlu dilengkapi consumption-based emissions karena impor dapat memindahkan jejak ke
negara lain. Indonesia sebagai eksportir juga perlu melihat embedded emissions.

Rebound effect terjadi ketika efisiensi menurunkan biaya dan meningkatkan konsumsi, mengurangi
penghematan. Standar serta harga dapat mengendalikan.

Tidak semua dampak dapat dipisahkan dari pertumbuhan tanpa batas. Beberapa sektor perlu sufficiency
dan perubahan pola konsumsi, bukan hanya teknologi.

Data material footprint, land footprint, dan biodiversity pressure membantu menguji klaim decoupling.

C. Natural Capital dan Batas Valuasi

Akuntansi modal alam membuat perubahan hutan, air, tanah, dan ekosistem terlihat dalam keputusan
ekonomi. la mengoreksi bias PDB yang menghitung produksi tetapi tidak selalu mengurangi kerusakan
aset.

Valuasi moneter berguna untuk membandingkan tetapi memiliki batas moral serta ilmiah. Spesies, budaya,
dan hak tidak seluruhnya dapat direduksi menjadi harga. Pendekatan fisik serta deliberatif perlu.

Risiko utama adalah menjadikan valuasi dasar untuk memperdagangkan seluruh alam. Fungsi akuntansi
seharusnya menjaga aset dan menunjukkan biaya kesempatan.

SEEA Ecosystem Accounting menyediakan kerangka statistik untuk menghubungkan extent, condition,
services, dan ekonomi. Kapasitas statistik daerah perlu dikembangkan.

Neraca alam harus memengaruhi perencanaan ruang, perizinan, anggaran, dan evaluasi proyek, bukan

berhenti sebagai laporan.

D. Green Industrial Policy

Negara menggunakan subsidi, kredit, pengadaan, standard, dan riset untuk membangun industri hijau.
Intervensi dibutuhkan karena learning, network, dan infrastructure externality.

Halaman 27



Ekonomi Hijau Indonesia: Transformasi Struktural atau Sekadar Label Baru?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Risiko adalah rent seeking dan salah pilih teknologi. Dukungan perlu transparan, kompetitif, bersyarat, dan
memiliki sunset. Kinerja ekspor, emisi, teknologi, serta pekerjaan menjadi syarat.

Pengadaan publik dapat menciptakan pasar awal bagi kendaraan, bahan bangunan, dan energi bersih.
Standard perlu menghindari vendor lock-in.

Local content dapat membangun industri tetapi menaikkan biaya jika tidak disertai capability. Trajectory
dan competition penting.

Kebijakan hijau harus terhubung pendidikan, riset, perdagangan, dan persaingan, bukan hanya insentif
fiskal.

E. Just Transition
Transisi menghasilkan biaya terkonsentrasi pada pekerja dan daerah, sementara manfaat iklim tersebar.
Tanpa kebijakan adil, kelompok terdampak akan menolak meskipun manfaat nasional besar.

Just transition mencakup dialog sosial, pemetaan pekerjaan, perlindungan pendapatan, reskilling,
diversifikasi daerah, dan hak masyarakat. Program harus dimulai sebelum penutupan aset.

Pekerjaan hijau harus layak: upah, keselamatan, perlindungan, dan karier. Mengganti pekerjaan formal
dengan informal berbahaya tidak dapat disebut adil.

Pembiayaan transisi dapat berasal dari pendapatan karbon, anggaran, perusahaan, dan mitra internasional.
Governance lokal penting.

Keadilan prosedural, distributif, dan restoratif perlu digabung. Masyarakat tidak hanya menerima

kompensasi, tetapi ikut menentukan masa depan.

F. Green Finance dan Additionality

Pembiayaan hijau dapat menurunkan biaya modal, mengarahkan investor, dan meningkatkan disclosure.
Namun banyak kegiatan hijau telah layak tanpa label. Additionality menguji apakah pembiayaan
menyebabkan dampak tambahan.

Use-of-proceeds bond memberi alokasi pada proyek tertentu, sedangkan sustainability-linked instrument
mengaitkan kinerja entitas. Target harus material dan ambisius.

Second-party opinion membantu tetapi bukan audit outcome. Conflict dan kualitas metodologi perlu
terlihat.

Bank perlu mengelola physical serta transition risk, namun risk management tidak identik dengan
pembiayaan transformasi. Kredit dapat menghindari sektor berisiko tanpa membantu mereka berubah.

Blended finance digunakan ketika risiko publik dibenarkan oleh manfaat dan additionality. Kerugian tidak
boleh disosialisasikan tanpa transparansi.

G. Carbon Markets

Pasar karbon menciptakan harga dan fleksibilitas. Cap yang ketat serta menurun merupakan inti. Jika
allowance berlebih, harga rendah dan transformasi tidak terjadi.

MRYV harus kuat dan menghindari double counting. Registry, metodologi, dan data perlu interoperable.
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Offset berbasis alam memberi pendapatan konservasi tetapi menghadapi permanence, leakage, dan hak.
Benefit sharing serta safeguards diperlukan.

Pasar sukarela memiliki variasi kualitas. Klaim perusahaan harus membedakan contribution dan
compensation.

Pendapatan karbon dapat mendukung rumah tangga dan transisi daerah, meningkatkan legitimasi.

H. Circular Economy

Ekonomi sirkular mengurangi kebutuhan ekstraksi melalui desain tahan lama, sharing, repair,
remanufacturing, dan recycling. Fokus pada aliran material, bukan sekadar pengelolaan sampah.

Sektor informal memiliki keahlian pengumpulan serta pemilahan tetapi kondisi kerja rentan. Formalisasi
harus meningkatkan hak, bukan menghapus penghidupan.

Extended producer responsibility memindahkan biaya ke produsen dan mendorong desain. Target,
reporting, dan enforcement menentukan.

Circular business model dapat menciptakan revenue layanan, tetapi consumer protection dan ownership
perlu.

Indikator mencakup material productivity, recycled content, lifetime, repairability, dan waste generation.

l. Biodiversitas dan Risiko Ekonomi

Biodiversitas mendukung pangan, air, obat, penyerbukan, dan ketahanan. Kehilangannya menciptakan
risiko fisik serta sistemik yang kurang terlihat.

Perusahaan perlu memetakan dependency dan impact pada lokasi, bukan hanya emisi. Nature risk bersifat
spatial dan tidak mudah dijumlahkan.

No net loss dapat lemah jika offset mengganti ekosistem unik. Mitigation hierarchy menempatkan
avoidance pertama.

Kawasan lindung membutuhkan pendanaan, enforcement, dan hubungan masyarakat. Paper park bukan
hasil.

Nature-positive claim memerlukan baseline dan target kondisi ekosistem yang dapat diverifikasi.

J. Tata Kelola Multi-Level

Ekonomi hijau melibatkan pusat, provinsi, kabupaten, desa, BUMN, swasta, dan masyarakat. Kewenangan
terfragmentasi dapat menghasilkan kebijakan saling bertentangan.

Pusat menetapkan arah, standard, fiskal, dan energi, sementara daerah mengelola ruang, layanan, dan
implementasi. Incentive alignment diperlukan.

Ecological fiscal transfer dapat memberi reward pada perlindungan hutan atau kinerja sampah. Formula
harus stabil dan terverifikasi.

Metropolitan governance penting untuk transportasi, udara, air, dan sampah yang melintasi batas. Kerja
sama perlu pendanaan serta authority.

Open data dan forum koordinasi mengurangi konflik. Leadership saja tidak cukup tanpa institusi.
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Lima Skenario Ekonomi Hijau Indonesia 2035

Skenario 1: Green Label Economy
Taksonomi, proyek, dan laporan berkembang, tetapi emisi serta ekstraksi terus naik. Investasi hijau menjadi
niche dan kebijakan fosil bertahan.

Skenario 2: Dual Economy
Sektor ekspor modern menjadi hijau, sementara daerah dan UMKM tertinggal. Manfaat terkonsentrasi dan
konflik sosial meningkat.

Skenario 3: Resource-Based Green Industrialization
Hilirisasi serta energi bersih tumbuh, tetapi tekanan lahan dan mineral tinggi. Hasil bergantung standard
dan listrik.

Skenario 4: Austerity Green Transition

Target dicapai melalui pembatasan dan biaya tinggi yang dibebankan rumah tangga. Legitimasi turun dan
transisi berbalik.

Skenario 5: Inclusive Structural Transformation

Energi, industri, lahan, kota, fiskal, dan pekerjaan berubah secara terkoordinasi. Emisi absolut turun, modal
alam membaik, dan manfaat tersebar.

Balanced Scorecard Ekonomi Hijau Indonesia

Perspektif Tujuan Indikator Risiko

Ekonomi Produktif dan Nilai tambah, Green premium tinggi
kompetitif produktivitas

Karbon Dekarbonisasi absolut Emisi total, intensitas Rebound

Sumber daya Efisien dan sirkular Material footprint, Downcycling

limbah

Modal alam Stok membaik Extent, condition, air Offset semu

Sosial Adil dan inklusif Pekerjaan, upah, akses | Displacement

Fiskal Insentif selaras Subsidi, pajak, belanja | Policy inconsistency

Keuangan Modal menuju transisi | Green finance, capex Greenwashing

Institusi Kredibel dan adaptif Enforcement, data Capture

Dua Puluh Lima Indikator Anti-Greenwashing

1. Baseline lingkungan tersedia dan terbuka.

Halaman 30



2
3
4
5.
6
7
8
9

10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

Ekonomi Hijau Indonesia: Transformasi Struktural atau Sekadar Label Baru?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

. Target absolut selain intensitas.
. Additionality pembiayaan dibuktikan.
. Siklus hidup produk dihitung.

Scope 1, 2, dan material Scope 3 dilaporkan.

. Penggunaan offset dibatasi dan dijelaskan.
. Kualitas kredit karbon diverifikasi.
. Subsidi fosil dan dukungan kontradiktif diungkap.

. Capex hijau dibanding total capex.

. Rencana penghentian aset tidak berkelanjutan.
Dampak biodiversitas berbasis lokasi.
Konsumsi air dan kualitas air.

Material footprint serta circularity.

Limbah berbahaya dan pengelolaan.

Hak masyarakat dan persetujuan.

Pekerjaan, upah, dan keselamatan.
Distribusi manfaat lokal.

Mekanisme keluhan dan remedy.

Auditor serta metodologi independen.
Konflik kepentingan diungkap.

Data time series dan konsisten.

Kegagalan serta keterbatasan dilaporkan.
Target terhubung remunerasi serta anggaran.
Review dan sunset tersedia.

Klaim pemasaran sesuai outcome.

Peta Jalan Transformasi Ekonomi Hijau 2026-2035

Tahap 1: Konsistensi Kebijakan dan Baseline (2026-2027)
Audit subsidi, regulasi, proyek, dan target. Bangun akun modal alam, data emisi, material, pekerjaan, serta

ris

iko sosial. Hentikan klaim tanpa baseline.

Tahap 2: Reformasi Harga dan Investasi Publik (2026-2029)

Reformasi subsidi bertahap, harga karbon, pengadaan hijau, efisiensi, jaringan listrik, transportasi publik,
restorasi, dan perlindungan sosial.
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Tahap 3: Transformasi Sektor Prioritas (2027-2031)

Dekarbonisasi listrik, industri, bangunan, transportasi, pertanian, serta limbah dengan standard dan insentif
berbasis kinerja.

Tahap 4: Green Industrial Capability (2027-2033)

Bangun riset, pemasok, tenaga, pembiayaan, dan standard untuk teknologi bersih serta ekonomi sirkular.

Tahap 5: Just Transition Daerah (2026-2034)

Peta daerah batu bara dan ekstraksi, diversifikasi, pelatihan, perlindungan, transfer fiskal, dan partisipasi.

Tahap 6: Nature-Positive Development (2028-2035)

Integrasikan akun ekosistem ke tata ruang, anggaran, izin, dan investasi. Terapkan mitigation hierarchy
serta restorasi.

Tahap 7: Institutionalization and Accountability (2029-2035)

Laporan tahunan transformasi, audit greenwashing, judicial review, dan evaluasi independen mengikat
alokasi.

Dua Belas Rekomendasi Prioritas

Pertama, tetapkan indikator ekonomi hijau yang mencakup emisi absolut, material, modal alam, pekerjaan,
dan distribusi.

Kedua, audit keselarasan subsidi, pajak, perizinan, dan pengadaan dengan target hijau.

Ketiga, percepat reformasi kelistrikan serta investasi jaringan, efisiensi, dan energi terbarukan.

Keempat, syaratkan hilirisasi mineral pada listrik bersih, pengelolaan limbah, teknologi, dan manfaat lokal.
Kelima, masukkan akun modal alam dalam perencanaan, fiskal, serta appraisal proyek.

Keenam, bangun pembiayaan transisi yang memiliki additionality dan perlindungan publik.

Ketujuh, gunakan pendapatan karbon untuk perlindungan sosial dan diversifikasi daerah.

Kedelapan, dukung UMKM melalui audit sederhana, kredit, standard bertahap, dan agregasi.

Kesembilan, integrasikan pekerja dan masyarakat dalam perencanaan just transition.

Kesepuluh, perkuat penegakan lingkungan, beneficial ownership, dan pengadaan terbuka.

Kesebelas, kembangkan keterampilan hijau melalui pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan lifelong
learning.

Keduabelas, bentuk mekanisme independen untuk menilai serta menindak greenwashing kebijakan dan
pasar.
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Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI

IBM-ASMI dapat mengembangkan mata kuliah Green Business Transformation yang menggabungkan
strategi, operasi, keuangan, pemasaran, SDM, supply chain, dan etika. Ekonomi hijau bukan spesialisasi
lingkungan semata, melainkan kompetensi manajemen inti.

Mahasiswa perlu belajar menghitung business case dan environmental case secara bersamaan: biaya siklus
hidup, emisi, material, risiko, pekerjaan, serta stakeholder. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan
payback finansial jangka pendek.

Studi kasus dapat meminta mahasiswa menguji klaim hijau dengan baseline, additionality, life-cycle, dan
distribution. Keterampilan anti-greenwashing penting bagi manajer, auditor, dan konsumen.

Laboratorium dapat membantu UMKM melakukan audit energi, material flow, waste, dan eco-design
sederhana. Pembelajaran berbasis proyek memberi manfaat nyata.

Riset PLS-SEM dapat menguji green dynamic capabilities, eco-innovation, green HRM, circular practices,
dan performance. Variabel moderasi dapat berupa regulation, finance, dan organizational culture.

Kurikulum keuangan perlu memasukkan green bond, sustainability-linked loan, carbon pricing, natural
capital, dan climate risk. Mahasiswa harus memahami manfaat serta keterbatasan label.

Etika bisnis perlu membahas hak masyarakat, just transition, biodiversity, dan intergenerational justice.
Kepatuhan minimum tidak selalu cukup.

IBM-ASMI dapat membangun Green Economy Observatory yang memantau kebijakan, perusahaan,
UMKM, pekerjaan, dan indikator transformasi secara independen.

Glossarium
Additionality: Dampak tambahan yang tidak akan terjadi tanpa kebijakan atau pembiayaan tertentu.

Biodiversitas: Keragaman gen, spesies, dan ekosistem.

Carbon pricing: Instrumen yang memberi harga pada emisi gas rumah kaca.

Circular economy: Sistem yang mempertahankan nilai produk serta material dan mengurangi limbah.
Decoupling: Pemisahan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan tekanan lingkungan.

Dekarbonisasi: Proses mengurangi emisi karbon dari kegiatan ekonomi.

Ekonomi hijau: Ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Green bond: Obligasi yang dananya dialokasikan bagi kegiatan dengan manfaat lingkungan.

Green industrial policy: Kebijakan industri yang membangun kemampuan serta teknologi ramah
lingkungan.

Greenwashing: Klaim hijau yang menyesatkan atau tidak sebanding dengan dampak nyata.
Intensitas karbon: Emisi per unit PDB, energi, atau output.

Just transition: Transisi yang melindungi pekerja, daerah, dan kelompok rentan.
Life-cycle assessment: Penilaian dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk.
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Material footprint: Jumlah material global yang digunakan untuk memenuhi konsumsi.
Modal alam: Stok sumber daya dan ekosistem yang memberi jasa kepada manusia.

MRYV: Measurement, reporting, and verification untuk memastikan data dapat dipercaya.
Nature positive: Kondisi ketika aktivitas berkontribusi pada pemulihan alam secara terukur.
Net zero: Keseimbangan antara emisi yang dilepas dan yang dihilangkan.

Offset karbon: Kredit pengurangan atau penyerapan yang digunakan mengompensasi emisi.
Paludikultur: Budidaya pada lahan gambut basah tanpa mengeringkan.

Rebound effect: Peningkatan konsumsi yang mengurangi manfaat efisiensi.

Resource efficiency: Penciptaan nilai dengan penggunaan material, energi, air, dan lahan lebih sedikit.
SEEA: System of Environmental-Economic Accounting.

Taksonomi hijau: Klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria lingkungan.

Transition finance: Pembiayaan perubahan sektor beremisi tinggi menuju jalur rendah karbon.
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Catatan Kontekstual Indonesia

Kajian OECD mengenai pertumbuhan hijau Indonesia menilai keberhasilan ekonomi Indonesia dibayar
dengan biaya lingkungan yang tinggi, termasuk perubahan penggunaan lahan, ketergantungan energi fosil,
deforestasi, polusi, serta kebutuhan memperkuat layanan air, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa transformasi hijau memerlukan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya
yang konsisten.

Indonesia Country Climate and Development Report dari Bank Dunia menekankan bahwa aksi iklim dan
tujuan pembangunan dapat diselaraskan melalui reformasi pada penggunaan lahan, energi, fiskal, modal
manusia, dan perlindungan aset alam. Dengan demikian, pilihan bukan antara pertumbuhan dan iklim,
melainkan kualitas serta urutan reformasi.

Definisi UNEP menegaskan bahwa ekonomi hijau harus sekaligus rendah karbon, efisien sumber daya, dan
inklusif. Kebijakan yang hanya memenuhi satu dimensi, misalnya teknologi rendah karbon tetapi merusak
ekosistem atau menyingkirkan masyarakat, belum memenuhi pengertian ekonomi hijau yang utuh.

Kondisi kebijakan, bauran energi, investasi, dan target dapat berubah. Artikel ini menyajikan kerangka
akademik sampai Agustus 2026 dan tidak menggantikan dokumen resmi terbaru untuk keputusan
operasional.

Penutup Reflektif

Ekonomi hijau dapat menjadi proyek transformasi terbesar Indonesia sejak industrialisasi, tetapi juga dapat
menjadi bahasa baru untuk mempertahankan pola lama. Perbedaannya terletak pada keberanian mengubah
harga, menghentikan aset tidak berkelanjutan, dan membagi manfaat secara adil.

Label hijau mudah diperoleh; perubahan sistem sulit. Transformasi membutuhkan konflik, negosiasi,
investasi, dan pembelajaran. Pemerintah tidak boleh menyembunyikan trade-off, melainkan mengelolanya
secara terbuka.
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Indonesia tidak harus meniru jalur negara maju. Negara kepulauan dengan biodiversitas serta kebutuhan
pembangunan memiliki jalan sendiri. Namun batas ekologis dan hak masyarakat tetap berlaku.

Modal alam bukan hambatan pertumbuhan. [a merupakan infrastruktur dasar pangan, air, kesehatan, dan
ketahanan. Menghabiskan modal alam untuk menaikkan PDB sementara berarti memindahkan biaya
kepada masa depan.

Teknologi bersih penting tetapi tidak cukup. Institusi, perilaku, tata ruang, dan pola konsumsi menentukan
apakah teknologi menurunkan dampak total atau hanya menambah kapasitas.

Keadilan transisi bukan aksesori. Tanpa pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan partisipasi daerah,
transisi akan dipandang sebagai agenda elite dan menghadapi penolakan.

Pembiayaan hijau perlu dinilai dari apa yang berubah di dunia nyata. Volume dana tidak identik dengan
pengurangan emisi atau pemulihan alam. Additionality serta outcome adalah ukuran.

Perusahaan perlu beralih dari komunikasi hijau menuju transformasi portofolio, operasi, dan supply chain.
Greenwashing mungkin memberi reputasi sesaat, tetapi menimbulkan risiko hukum serta kepercayaan.

Pendidikan manajemen berperan membentuk pemimpin yang mampu menggabungkan profit, risiko, modal
alam, dan keadilan. IBM-ASMI dapat menjadi ruang pengembangan kompetensi tersebut.

Pada akhirnya, ekonomi hijau Indonesia akan terbukti bukan dari banyaknya istilah hijau dalam dokumen,
tetapi dari udara yang lebih bersih, hutan dan laut yang lebih sehat, energi yang lebih aman, pekerjaan yang
lebih layak, serta kesejahteraan yang lebih tahan terhadap krisis.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan. IBM-
ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia sesuai permintaan. Naskah menggunakan
kerangka dan literatur yang tersedia sampai Agustus 2026.
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Pendalaman Struktural dan Sektoral

A. Ekonomi Hijau sebagai Perubahan Rezim Pembangunan

Istilah transformasi struktural biasanya digunakan untuk menggambarkan perpindahan tenaga kerja, modal,
dan produktivitas dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif. Dalam ekonomi
hijau, pengertian tersebut diperluas: perpindahan harus sekaligus menurunkan emisi, penggunaan material,
pencemaran, serta tekanan pada ekosistem. Suatu sektor dapat berproduktivitas tinggi tetapi tetap tidak
hijau apabila pertumbuhannya mengandalkan ekstraksi, polusi, atau eksploitasi kerja.

Perubahan rezim pembangunan terlihat pada indikator yang diprioritaskan. Jika keberhasilan pemerintah
tetap dinilai terutama dari PDB, investasi bruto, ekspor, dan penyerapan anggaran, maka pertimbangan
lingkungan akan selalu menjadi tambahan. Transformasi memerlukan indikator modal alam, kualitas
pekerjaan, kesehatan, dan resiliensi memiliki posisi yang sama dalam keputusan.

Rezim lama sering mengasumsikan bahwa kerusakan dapat diperbaiki setelah pendapatan meningkat.
Pengalaman menunjukkan banyak kerusakan bersifat tidak dapat dipulihkan atau biaya pemulihannya
sangat besar. Ekonomi hijau menerapkan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan batas ekologis sejak awal.

Perubahan rezim juga terlihat pada institusi. Kementerian lingkungan tidak dapat sendirian mengarahkan
transformasi. Kementerian keuangan, energi, industri, pertanian, pekerjaan umum, perdagangan, BUMN,
serta pemerintah daerah harus memiliki mandat serta indikator hijau yang konsisten.

Transformasi berhasil ketika keputusan investasi swasta berubah tanpa harus selalu diperintah, karena
harga, standar, teknologi, dan permintaan membuat pilihan hijau menjadi rasional. Negara berperan
membentuk kondisi tersebut dan menjaga keadilan.

B. Pengukuran Kekayaan Inklusif

PDB mengukur aliran produksi tahunan, bukan stok kekayaan yang mendukung masa depan. Negara dapat
meningkatkan PDB dengan menebang hutan atau menambang sumber daya, sementara aset alam
berkurang. Pengukuran kekayaan inklusif memasukkan modal produksi, manusia, dan alam untuk menilai
keberlanjutan.

Kekayaan per kapita yang menurun memberi sinyal bahwa pertumbuhan saat ini mengorbankan kapasitas
generasi mendatang. Namun estimasi memiliki uncertainty dan tidak seluruh nilai alam dapat dimonetisasi.
Karena itu, akun moneter perlu disertai indikator fisik.

Indonesia dapat menggunakan neraca kekayaan untuk menilai provinsi dan sektor. Daerah dengan
pertumbuhan tinggi tetapi kehilangan air, tanah, atau hutan perlu memperbaiki strategi. Transfer fiskal
dapat mempertimbangkan pemeliharaan aset alam.

Akuntansi kekayaan juga membantu appraisal proyek. Sebuah jalan dapat meningkatkan akses namun
memicu perubahan lahan; manfaat bersih perlu menghitung kedua sisi serta risiko.

Tujuan akhirnya bukan mengganti PDB dengan satu angka baru, tetapi membangun dashboard yang
mencegah kebijakan melihat produksi tanpa melihat aset yang dikonsumsi.
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C. Reformasi Subsidi dan Harga Relatif

Subsidi membentuk pola konsumsi dan investasi. Subsidi energi fosil, tarif yang tidak mencerminkan biaya,
atau dukungan input dapat membuat teknologi hijau tidak kompetitif. Reformasi harus menilai seluruh
dukungan langsung, tidak langsung, dan kewajiban BUMN.

Penghapusan subsidi secara mendadak dapat meningkatkan kemiskinan dan inflasi. Strategi bertahap perlu
menggabungkan kompensasi tunai, transportasi publik, efisiensi, serta komunikasi. Warga harus melihat
manfaat penggunaan kembali anggaran.

Harga karbon, biaya pencemaran, dan tarif sampah dapat menginternalisasi externality. Namun administrasi
serta enforcement menentukan. Instrumen harga perlu dilengkapi standard ketika respons pasar lambat.

Subsidi hijau juga dapat menciptakan rente atau menguntungkan rumah tangga kaya, seperti insentif
kendaraan mahal. Desain perlu menilai incidence dan additionality.

Reformasi harga yang kredibel memberi signal jangka panjang kepada investor. Kebijakan yang sering
berubah meningkatkan cost of capital dan menunda proyek.

D. Pengadaan Publik sebagai Mesin Transformasi

Pemerintah merupakan pembeli besar barang, konstruksi, kendaraan, makanan, energi, dan jasa. Pengadaan
hijau dapat menciptakan permintaan awal, menurunkan biaya teknologi, serta membangun standard.
Dampaknya lebih besar daripada kampanye sukarela.

Kriteria harus berbasis siklus hidup dan outcome, bukan sekadar label. Produk murah dengan biaya operasi
tinggi atau umur pendek mungkin lebih mahal secara keseluruhan. Life-cycle costing perlu menjadi
kompetensi pengadaan.

UMKM dapat tertinggal bila sertifikasi rumit. Pengadaan dapat menyediakan lot lebih kecil, pendampingan,
serta masa transisi. Preferensi tanpa kualitas berisiko patronase.

Data kontrak hijau perlu terbuka: spesifikasi, pemenang, harga, kinerja, serta outcome. Ini mencegah green
procurement menjadi label administratif.

Pengadaan pemerintah juga dapat mendorong material rendah karbon, efisiensi bangunan, pangan lokal
berkelanjutan, kendaraan publik, dan jasa reparasi.

E. Tata Ruang dan Ekonomi Hijau

Tata ruang menentukan emisi transportasi, risiko bencana, konservasi, pertanian, dan biaya infrastruktur.
Keputusan tata ruang bersifat jangka panjang dan sulit dibalik. Karena itu, ekonomi hijau sangat bergantung
pada konsistensi ruang.

Perubahan zonasi sering menghasilkan rente besar. Transparansi kepemilikan, konsultasi, dan analisis
ekosistem diperlukan agar tata ruang tidak ditangkap kepentingan.

Kota kompak dengan transportasi publik mengurangi perjalanan dan biaya layanan. Namun densifikasi
harus menyediakan ruang hijau, hunian terjangkau, dan infrastruktur.

Daerah pesisir membutuhkan setback, mangrove, dan adaptasi terhadap kenaikan muka laut. Pembangunan
yang mengabaikan risiko menghasilkan stranded asset.
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One map dan data geospasial perlu terhubung perizinan serta monitoring. Konflik data melemahkan
penegakan.

F. Air sebagai Modal Alam dan Infrastruktur Ekonomi

Air mendukung rumah tangga, pertanian, industri, energi, dan ekosistem. Kelangkaan dan pencemaran
meningkatkan biaya serta konflik. Ekonomi hijau memandang DAS sebagai infrastruktur alam yang perlu
dibiayai.

Tarif air harus menjamin akses dasar sekaligus mendorong efisiensi. Industri dengan penggunaan besar
membayar sesuai biaya dan dampak. Kelompok miskin dilindungi melalui tarif bertingkat atau subsidi
tepat.

Pembayaran jasa lingkungan dapat mendukung masyarakat hulu menjaga tutupan lahan. Skema
membutuhkan pengukuran, hak, dan kontrak yang adil.

Pengolahan limbah dan reuse air membuka ekonomi sirkular. Namun regulasi kualitas serta investasi
diperlukan.

Risiko air perlu masuk disclosure perusahaan dan perencanaan daerah. Rata-rata nasional tidak cukup

karena risiko sangat lokal.

G. Kualitas Udara dan Produktivitas

Polusi udara menyebabkan penyakit, kehilangan hari kerja, biaya kesehatan, dan penurunan kemampuan
belajar. Kebijakan udara bersih merupakan investasi ekonomi, bukan biaya lingkungan semata.

Sumber polusi meliputi transportasi, pembangkit, industri, pembakaran sampah, dan kebakaran lahan.
Inventaris emisi serta source apportionment diperlukan agar kebijakan tepat.

Standar kendaraan, bahan bakar, pembangkit, dan industri harus ditegakkan bersama transportasi publik.
Kebijakan satu sektor tidak cukup karena polusi bergerak lintas wilayah.

Data kualitas udara real-time membantu publik, tetapi sensor perlu calibration. Pemerintah harus
menjelaskan health advisory dan tindakan.

Benefit kesehatan dari dekarbonisasi dapat memperkuat business case dan legitimasi transisi.

H. Kesehatan dan Ekonomi Hijau

Perubahan iklim, polusi, bahan kimia, dan kerusakan ekosistem memengaruhi penyakit. Pendekatan One
Health menghubungkan manusia, hewan, dan lingkungan. Kebijakan hijau dapat mengurangi beban
kesehatan.

Rumah sakit dan industri kesehatan juga menggunakan energi, air, material, serta menghasilkan limbah.
Green healthcare perlu menjaga mutu serta keselamatan sambil mengurangi jejak.

Heat stress menurunkan produktivitas pekerja luar ruang. Standard kerja, jadwal, hidrasi, dan desain kota
menjadi bagian adaptasi.

Pangan sehat dan berkelanjutan memiliki co-benefit. Namun kebijakan harus menghormati budaya, akses,
serta mata pencaharian.

Health impact assessment dapat dimasukkan dalam appraisal kebijakan energi, transportasi, dan industri.
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I. Gender dan Ekonomi Hijau
Dampak lingkungan serta transisi tidak netral gender. Perempuan sering mengelola air, pangan, care, dan
usaha mikro, tetapi kurang memiliki tanah, kredit, serta posisi keputusan.

Pekerjaan energi dan teknik baru dapat didominasi laki-laki jika pelatihan tidak inklusif. Beasiswa, fasilitas,
keselamatan, dan anti-diskriminasi diperlukan.

Clean cooking memberi manfaat kesehatan serta waktu. Program harus mempertimbangkan biaya, budaya,
dan jaringan distribusi.

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan, pesisir, dan komunitas meningkatkan pengetahuan, tetapi
tidak boleh tokenistik. Hak serta manfaat perlu nyata.

Gender-responsive green budgeting membantu melihat siapa menerima subsidi, pekerjaan, dan risiko.

J. Masyarakat Adat dan Hak atas Alam

Masyarakat adat menjaga banyak wilayah bernilai biodiversitas tinggi. Hak tenurial yang aman sering
berkorelasi dengan perlindungan ekosistem. Ekonomi hijau perlu mengakui mereka sebagai pemegang hak,
bukan penerima program.

Proyek energi, tambang, konservasi, atau offset dapat membatasi akses tradisional. Free, prior, and
informed consent serta mekanisme pengaduan diperlukan sesuai hukum dan konteks.

Benefit sharing tidak hanya berupa kompensasi tunai, tetapi hak kelola, pendapatan jangka panjang, dan
governance bersama.

Pengetahuan lokal dapat memperkuat adaptasi serta restorasi. Penggunaan pengetahuan harus menghormati
intellectual and cultural rights.

Kebijakan yang mengusir masyarakat demi konservasi bertentangan dengan prinsip inklusif dan berisiko
gagal.

K. Adaptasi Iklim sebagai Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau sering terlalu fokus mitigasi, padahal Indonesia menghadapi banjir, kekeringan, panas,

kebakaran, dan kenaikan muka laut. Adaptasi menjaga aset, pendapatan, dan layanan.

Investasi adaptasi mencakup data, peringatan dini, infrastruktur tahan iklim, ekosistem, kesehatan, asuransi,
dan perlindungan sosial. Manfaat sering berupa kerugian yang dihindari dan sulit terlihat.

Maladaptation terjadi ketika proyek mengurangi risiko satu kelompok namun memindahkan ke kelompok
lain, atau mengunci kerentanan. Appraisal perlu multi-skenario.

Daerah memerlukan climate risk screening dalam RPJMD, tata ruang, dan pengadaan. Data harus
diterjemahkan ke standard desain.

Pembiayaan adaptasi perlu memperhatikan daerah miskin yang memiliki kapasitas rendah tetapi risiko

tinggi.

L. Ketahanan Bencana dan Ekosistem

Mangrove, hutan, rawa, terumbu karang, dan ruang banjir dapat mengurangi risiko bencana. Nature-based
solutions memberi manfaat ganda, tetapi bukan solusi universal.
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Proyek berbasis alam perlu membandingkan engineering, hybrid, dan maintenance. Kondisi ekosistem serta
skala menentukan efektivitas.

Restorasi tidak boleh digunakan untuk membenarkan pembangunan di lokasi berisiko. Avoidance tetap
prioritas.

Asuransi dan pembiayaan bencana dapat memberi insentif pengurangan risiko. Premi yang mencerminkan
risiko harus diimbangi perlindungan miskin.

Pemulihan pascabencana harus build back better dan menghindari aset fosil atau tata ruang lama.

M. Perdagangan Internasional dan Standar Hijau
Pasar global semakin menggunakan standar karbon, deforestasi, rantai pasok, dan disclosure. Hal ini dapat
membuka premium tetapi juga menjadi barrier. Indonesia perlu data serta negosiasi.

Carbon border adjustment dapat memengaruhi industri intensif emisi. Dekarbonisasi produksi dan MRV
menjadi bagian daya saing, bukan hanya kewajiban lingkungan.

Standar traceability membantu akses pasar, tetapi petani kecil membutuhkan dukungan. Sistem digital harus
menjaga privasi dan biaya.
Perjanjian perdagangan perlu menyelaraskan lingkungan dan development policy space. Green

protectionism harus diantisipasi melalui diplomasi dan bukti.

Ekspor teknologi serta jasa hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.

N. Konsumsi Berkelanjutan
Produksi hijau tidak cukup jika pola konsumsi terus meningkatkan material, energi, dan limbah. Kebijakan
informasi, harga, standard, dan infrastruktur dapat mengubah pilihan.

Ecolabel berguna tetapi terlalu banyak label membingungkan. Standard kredibel serta pengawasan klaim
diperlukan.

Product durability, repairability, dan right to repair memperpanjang umur. Perusahaan dapat beralih dari
volume menuju layanan.

Konsumsi berkelanjutan harus menghindari moralizing kelompok miskin yang konsumsi dasarnya rendah.
Beban utama berada pada konsumsi tinggi dan desain sistem.

Pengadaan komunitas, sharing, dan ekonomi kolaboratif dapat membantu tetapi perlu perlindungan serta
trust.

O. Kebijakan Makroekonomi Hijau

Transisi memerlukan investasi besar dan berjangka panjang. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan
memengaruhi cost of capital serta stabilitas. Green project sering memiliki biaya awal tinggi tetapi operasi
rendah.

Bank sentral dan regulator dapat mengelola risiko iklim, disclosure, serta collateral, namun tidak
menggantikan kebijakan pemerintah. Mandat dan koordinasi harus jelas.

Fiscal risk dari BUMN, aset fosil, bencana, dan subsidi perlu dilaporkan. Transisi yang tidak terencana
dapat membebani anggaran.
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Green public investment dapat mendukung permintaan saat perlambatan dan meningkatkan produktivitas.
Readiness serta local content menentukan multiplier.

Utang hijau tetap utang; proyek harus menghasilkan manfaat dan kapasitas fiskal. Label tidak menghapus
disiplin.

Rancangan Green Economy Transformation Report Indonesia

Laporan tahunan perlu membedakan input, output, outcome, dan impact. Input meliputi anggaran serta
investasi; output meliputi kapasitas terpasang atau hektare; outcome meliputi emisi, kualitas, pekerjaan,
dan kondisi ekosistem; impact meliputi kesejahteraan serta ketahanan.

Laporan harus menunjukkan kebijakan yang mendukung dan bertentangan. Neraca konsistensi mencakup
subsidi, izin, proyek fosil, perlindungan hutan, dan insentif hijau. Ini mencegah cherry-picking.

Setiap sektor memiliki trajectory 2030 dan 2035 dengan target absolut, capex, kebijakan, serta risiko.
Keterlambatan harus dijelaskan dan corrective action tersedia.

Distribusi manfaat dilaporkan menurut wilayah, gender, pendapatan, pekerjaan, dan komunitas. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan ketidakadilan.

Modal alam dilaporkan dalam extent, condition, dan services. Valuasi moneter digunakan secara hati-hati
serta disertai indikator fisik.

Klaim green finance dicocokkan dengan proyek dan outcome. Auditor serta metodologi diungkap. Failed
project dan impairment juga dilaporkan.

Panel ilmiah, masyarakat, pekerja, usaha, dan daerah memberi review. Pemerintah memiliki hak respons
tetapi tidak mengontrol kesimpulan.

IBM-ASMI dapat menggunakan laporan sebagai bahan pengajaran dan penelitian lintas disiplin.

Rancangan Agenda Seratus Hari

1. Menginventarisasi seluruh kebijakan serta subsidi yang selaras dan tidak selaras dengan ekonomi hijau.
. Menetapkan sepuluh indikator transformasi nasional dengan baseline yang dapat diaudit.
. Memilih tiga sektor untuk spending dan regulatory review hijau.

. Membentuk task force just transition daerah batu bara serta industri intensif emisi.

2
3
4
5. Membuka data capex hijau, emisi, energi, lahan, dan pembiayaan proyek publik.
6. Menetapkan standard anti-greenwashing untuk komunikasi pemerintah dan BUMN.
7. Meluncurkan pengadaan pemerintah berbasis life-cycle pada kategori prioritas.

8. Menyederhanakan fasilitas audit energi serta material bagi UMKM.

9. Memperkuat enforcement pada pelanggaran lingkungan berisiko tinggi.

10. Menyusun Green Economy Transformation Report pertama.
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Dua Puluh Pertanyaan bagi Pemimpin Bisnis

1. Apakah klaim hijau mencakup dampak utama perusahaan?
. Apakah baseline dan target absolut tersedia?
. Berapa proporsi capex yang benar-benar selaras?

. Apakah perusahaan memiliki rencana penghentian aset tidak berkelanjutan?

2

3

4

5. Bagaimana Scope 3 dikelola?
6. Apakah supplier kecil dibantu atau dikeluarkan?

7. Apakah life-cycle impact dihitung?

8. Apakah biodiversity serta water risk berbasis lokasi?

9. Apakah offset digunakan setelah pengurangan internal?
10. Apakah benefit masyarakat lokal terukur?

11. Apakah pekerja ikut menyusun transisi?

12. Apakah green product menciptakan rebound?

13. Apakah tax dan lobbying konsisten dengan target?

14. Apakah remuneration terkait outcome, bukan label?

15. Apakah data diaudit independen?

16. Apakah kegagalan serta trade-off diungkap?

17. Apakah investasi tetap layak tanpa subsidi tersembunyi?
18. Apakah governance mencegah greenwashing?

19. Apakah perusahaan siap menerima standard lebih ketat?

20. Apakah strategi memperbaiki modal alam serta kesejahteraan?

Penegasan Akhir: Transformasi atau Label?

Pertanyaan apakah ekonomi hijau merupakan transformasi struktural atau label baru tidak dapat dijawab
hanya dengan ya atau tidak. Indonesia menunjukkan kedua kecenderungan sekaligus. Terdapat inovasi,
kebijakan, pembiayaan, dan investasi yang nyata, tetapi struktur fosil, ekstraksi, serta ketidakselarasan
masih kuat.

Transformasi harus dinilai sebagai perubahan trajectory. Tidak semua indikator akan membaik segera,
tetapi kebijakan serta investasi harus konsisten menuju target. Jika kapasitas fosil dan kerusakan tetap
bertambabh, label hijau kehilangan kredibilitas.

Keberhasilan membutuhkan keberanian politik untuk mengubah pihak yang menerima subsidi, akses, dan
rente. Teknologi sendiri tidak menyelesaikan konflik distribusi. Just transition adalah cara mengelola
perubahan secara demokratis.
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Peran negara tidak hanya memberikan insentif, tetapi menetapkan batas, menegakkan hukum, membangun
infrastruktur, serta melindungi kelompok rentan. Pasar merespons kerangka tersebut.

Perusahaan yang benar-benar bertransformasi akan mengubah portofolio dan capital allocation. Laporan
keberlanjutan tanpa perubahan capex menunjukkan kesenjangan.

Masyarakat perlu memiliki data dan remedy. Ekonomi hijau yang diputuskan secara tertutup berisiko
mengulang ketidakadilan model ekstraktif.

Indonesia dapat menggabungkan pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan alam apabila
reformasi disusun berurutan, didukung institusi, serta dievaluasi. Bank Dunia menekankan bahwa tujuan
iklim dan pembangunan dapat dicapai bersama melalui reformasi yang tepat.

Kekayaan biodiversitas dan sumber daya memberi tanggung jawab serta peluang. Menjaga modal alam
dapat menghasilkan ketahanan, kesehatan, pekerjaan, dan reputasi perdagangan. Menghabiskannya untuk
pertumbuhan jangka pendek akan mempersempit masa depan.

Ekonomi hijau yang otentik tidak hanya menanyakan berapa banyak investasi baru, tetapi juga kegiatan
apa yang dihentikan, risiko apa yang dikurangi, dan siapa yang menjadi lebih sejahtera.

Ukuran paling sederhana adalah konsistensi antara kata, uang, aturan, dan hasil. Ketika keempatnya selaras,
ekonomi hijau menjadi transformasi. Ketika tidak, ia tinggal label baru.

Catatan Akhir Penulis

Transformasi ekonomi hijau membutuhkan pembelajaran lintas generasi dan disiplin lintas bidang. Naskah
ini dimaksudkan sebagai kerangka akademik untuk menilai klaim, merancang kebijakan, serta membentuk
manajer yang mampu menghubungkan ekonomi, alam, teknologi, dan keadilan.

Lampiran Analitis: Transformasi pada Tingkat Organisasi dan Rantai Nilai

1. Strategi Perusahaan dan Portofolio Hijau

Perusahaan perlu menerjemahkan ekonomi hijau ke dalam pilihan portofolio. Pertanyaan mendasar bukan
hanya bagaimana membuat produk lama lebih efisien, tetapi apakah produk, pasar, dan aset masih sesuai
dengan jalur rendah karbon serta batas ekologis. Portfolio review menilai pertumbuhan, emisi, risiko
regulasi, permintaan, dan potensi stranded asset.

Capital allocation adalah bukti paling kuat. Jika laporan menyatakan komitmen hijau tetapi mayoritas
investasi baru mengunci emisi tinggi, terdapat ketidakkonsistenan. Dewan dan investor perlu melihat capex
alignment serta skenario.

Transformasi portofolio dapat dilakukan melalui inovasi internal, akuisisi, divestasi, kemitraan, dan
penghentian. Divestasi tidak otomatis mengurangi emisi jika aset berpindah ke pemilik kurang transparan;
stewardship dan managed phase-out lebih baik pada konteks tertentu.

Pricing serta product design perlu memasukkan total cost dan environmental attribute. Perusahaan harus
menghindari premium hijau yang hanya menjangkau konsumen kaya bila manfaat publik membutuhkan
skala.
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Strategi juga perlu mempertimbangkan resilience. Produk hijau yang bergantung satu mineral, negara, atau
teknologi dapat menciptakan kerentanan baru. Diversifikasi dan circularity mengurangi.

2. Operasi, Efisiensi, dan Batas Optimasi
Operasi hijau dimulai dari pengukuran energi, air, material, limbah, dan emisi pada tingkat proses. Metering
serta material flow analysis menemukan kehilangan yang sering sekaligus menghemat biaya.

Lean dan green memiliki sinergi, tetapi lean yang ekstrem dapat mengurangi buffer dan resilience.
Organisasi perlu mengoptimalkan multi-objective, bukan biaya tunggal.

Electrification, heat recovery, process redesign, dan digital control dapat menurunkan emisi. Pilihan
teknologi harus berdasarkan kondisi serta siklus hidup.

Maintenance mencegah kebocoran, pemborosan, dan kecelakaan. Program hijau yang hanya membeli
teknologi tetapi mengabaikan pemeliharaan tidak sustainable.

Operational target perlu absolute dan intensity. Pertumbuhan produksi tidak boleh menutupi kenaikan
dampak total.

3. Rantai Pasok dan Scope 3

Banyak emisi serta dampak berada pada supplier dan penggunaan produk. Scope 3 sering lebih besar tetapi
data serta kontrol lebih lemah. Perusahaan perlu memprioritaskan kategori material.

Supplier engagement dimulai dari standard, data, training, dan pembiayaan. Memindahkan tuntutan tanpa
dukungan dapat mengecualikan UMKM atau mendorong laporan palsu.

Kontrak jangka panjang serta offtake memberi kepastian investasi hijau supplier. Procurement yang hanya
memilih harga terendah bertentangan dengan transformasi.

Traceability penting untuk deforestasi, mineral, pangan, dan bahan. Teknologi blockchain tidak mengganti
verifikasi lapangan serta hak.

Desain produk menentukan supply chain: material lebih sedikit, modular, repairable, dan recyclable

mengurangi pressure sejak awal.

4. Green Human Resource Management

Green HRM mencakup rekrutmen, pelatihan, penilaian, reward, participation, dan budaya yang mendukung
lingkungan. Namun menambahkan KPI hijau tanpa resource dapat menjadi beban simbolik.

Kompetensi berbeda menurut peran: engineer memerlukan proses, finance memerlukan climate risk,
marketer memerlukan claim integrity, dan leader memerlukan transition governance.

Employee suggestion dan team experimentation dapat menemukan efisiensi. Psychological safety penting
agar pekerja dapat melaporkan kebocoran atau greenwashing.

Insentif perlu menghindari gaming. Target tunggal seperti pengurangan limbah dapat mendorong
reclassification. Balanced metric serta audit diperlukan.

Keadilan kerja mencakup kesehatan, safety, reskilling, dan carcer. Perusahaan tidak dapat menyebut
pekerjaan hijau bila kondisinya buruk.
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5. Pemasaran Hijau dan Perlindungan Konsumen
Pemasaran hijau memberi informasi dan membangun permintaan, tetapi klaim harus spesifik, relevan, dan

dapat dibuktikan. Istilah eco-friendly tanpa batas menyesatkan.

Perbandingan harus menggunakan basis yang jelas. Produk yang sedikit lebih baik dari produk sangat buruk
belum tentu hijau secara absolut.

Claim mengenai recycled, biodegradable, carbon neutral, dan natural memiliki metodologi berbeda.
Kondisi penggunaan serta pembuangan perlu dijelaskan.

Consumer education penting tetapi beban tidak boleh seluruhnya pada konsumen. Standard serta desain
sistem memudahkan pilihan baik.

Regulator dan asosiasi dapat menyusun green claims code, audit, complaint, dan corrective advertising.
Sanksi reputasi dan finansial menjaga pasar.

6. Akuntansi Manajemen dan Environmental Costing

Biaya lingkungan sering tersebar pada overhead, future liability, atau eksternalitas. Environmental
management accounting mengidentifikasi biaya energi, bahan hilang, limbah, air, compliance, serta risiko.

Material purchase cost sering lebih besar dari biaya pembuangan; mengurangi scrap memberi manfaat.
Akuntansi tradisional dapat tidak terlihat.

Internal carbon price membantu appraisal investasi dan scenario, tetapi level serta penggunaan perlu
konsisten. Shadow price bukan pengganti target.

Natural capital dependency dapat dimasukkan melalui scenario dan risk, meskipun valuasi sulit. Decision
threshold perlu mempertimbangkan irreversibility.

Controller dan finance memainkan peran verifikasi benefits, mencegah double counting, dan
menghubungkan sustainability dengan budget.

7. Tata Kelola Dewan dan Akuntabilitas

Dewan mengawasi strategi, risiko, capital allocation, dan integritas laporan. Ekonomi hijau menjadi isu
material bila memengaruhi model bisnis, izin, pasar, biaya, atau reputasi.

Dewan memerlukan kompetensi kolektif mengenai iklim, alam, teknologi, dan sosial. Satu ahli
keberlanjutan tidak cukup jika keputusan tetap terpisah.

Komite dapat membantu, tetapi tanggung jawab full board tetap. Dashboard perlu fokus pada trajectory,
capex, risk, dan stakeholder.

Remunerasi eksekutif yang terkait ESG harus menggunakan target material, terverifikasi, dan tidak mudah.
Porsi serta konsekuensi perlu bermakna.

Whistleblowing dan assurance melindungi dari misstatement. Board harus menerima kabar buruk serta
memperbaiki, bukan menekan laporan.

8. UMKM: Jalur Transformasi Bertahap

UMKM tidak dapat memulai dengan laporan kompleks. Langkah pertama adalah mengurangi biaya energi,
bahan, air, dan limbah. Tool sederhana serta benchmark sektoral membantu.
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Pendampingan perlu menggabungkan teknis dan bisnis. Mesin efisien harus dihubungkan dengan cash
flow, maintenance, dan pasar.

Kredit hijau UMKM membutuhkan ticket kecil, proses mudah, dan verifikasi proporsional. Guarantee dapat
menurunkan risiko jika additionality jelas.

Koperasi serta cluster membantu pembelian teknologi, pengolahan limbah, sertifikasi, dan pemasaran.
Shared services menurunkan biaya.

Standar ekspor perlu roadmap agar UMKM tidak terputus. Lead firm memiliki tanggung jawab membangun

supplier.

9. BUMN sebagai Agen Transformasi

BUMN memiliki peran besar pada energi, transportasi, keuangan, konstruksi, dan sumber daya. Mereka
dapat mempercepat investasi, tetapi juga mempertahankan aset lama serta kewajiban politik.

Penugasan hijau harus memiliki kompensasi, target, dan governance. Cross-subsidy tersembunyi
mengaburkan biaya.

BUMN perlu transition plan yang mencakup capex, aset, pekerja, dan daerah. Dividen jangka pendek tidak
boleh mengorbankan investasi.

Pengadaan BUMN dapat menciptakan supplier hijau. Open contracting serta competition mencegah rente.
Pengawasan publik lebih tinggi karena risiko fiskal. Laporan konsolidasi perlu menunjukkan emisi, alam,

pekerjaan, dan kewajiban.

10. Pemerintah Daerah sebagai Laboratorium

Daerah dapat mengembangkan transportasi, sampah, energi, pertanian, ekowisata, dan restorasi sesuai
kondisi. Eksperimen lokal memperkaya kebijakan nasional.

Namun kapasitas serta pendapatan berbeda. Program nasional perlu memberi platform, standard, data, dan
bantuan, bukan satu desain.

Pendapatan daerah dari ekstraksi dapat menciptakan konflik. Ecological fiscal transfer dan revenue
diversification membantu.

Inovasi perlu diinstitusionalisasi agar tidak berhenti saat kepala daerah berganti. Perda, budget, unit, dan
community ownership penting.

Peer learning antar daerah mempercepat. Evaluasi harus membedakan context dan tidak sekadar ranking.

11. Perguruan Tinggi dan Ekosistem Inovasi

Perguruan tinggi menghasilkan riset, talenta, data, dan demonstrasi. Koneksi dengan industri dan daerah
penting, tetapi academic independence dijaga.

Living lab kampus dapat menguji energi, mobilitas, sampah, makanan, dan bangunan. Data terbuka menjadi
bahan belajar.

Riset perlu bergerak dari publikasi ke demonstration dan scale, dengan technology transfer serta social
innovation. Namun tidak semua riset harus komersial.
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Kurikulum lintas disiplin menggabungkan teknik, ekonomi, manajemen, sosial, hukum, dan etika. Masalah
hijau bersifat sistemik.

IBM-ASMI dapat fokus pada capability manajerial, UMKM, komunikasi, finance, dan governance yang
sering kurang dalam transisi teknologi.

12. Komunikasi Publik dan Legitimasi
Transisi memerlukan narasi yang jujur mengenai manfaat, biaya, ketidakpastian, dan urutan. Komunikasi
yang hanya menjanjikan pekerjaan dan pertumbuhan akan kehilangan trust ketika biaya muncul.

Warga perlu mengetahui mengapa harga, subsidi, atau standar berubah dan bagaimana mereka dilindungi.
Feedback serta grievance penting.

Data harus disajikan sederhana tetapi tidak menyederhanakan. Dashboard publik dapat menunjukkan emisi,
energi, udara, dan program.

Misinformation dapat berasal dari pendukung maupun penentang. Independent experts dan media perlu
akses.

Legitimasi dibangun melalui fairness serta hasil. Branding hijau tidak dapat menggantikan udara bersih,
pekerjaan, atau layanan.

Matriks Penilaian Transformasi Struktural

Dimensi teknologi menilai apakah proses inti berubah, bukan hanya peralatan tambahan. Indikatornya
antara lain elektrifikasi, efisiensi, bahan alternatif, digital control, dan kemampuan lokal memelihara
teknologi.

Dimensi ekonomi menilai produktivitas, nilai tambah, investasi, biaya siklus hidup, dan daya saing. Proyek
yang hanya hidup karena subsidi permanen perlu ditinjau, kecuali memberikan public good yang jelas.

Dimensi lingkungan menilai emisi absolut, material, air, limbah, biodiversitas, dan risiko. Trade-off antar
dampak dijelaskan agar tidak terjadi burden shifting.

Dimensi sosial menilai pekerjaan, upah, keselamatan, akses, harga, displacement, serta benefit sharing.
Konsultasi tidak cukup tanpa perubahan keputusan.

Dimensi institusi menilai regulasi, data, enforcement, ownership, complaint, audit, dan learning. Teknologi
yang baik dapat gagal dalam institusi lemah.

Dimensi waktu menilai lock-in, stranded asset, permanence, dan trajectory. Manfaat cepat tidak boleh
menciptakan biaya panjang.

Dimensi ruang menilai lokasi dampak dan manfaat. Ekspor hijau nasional dapat bergantung kerusakan
lokal; kompensasi dan avoidance penting.

Dimensi politik ekonomi menilai rente, konsentrasi, lobbying, dan conflict. Kebijakan perlu mencegah label
hijau menjadi sumber privilege baru.
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Dua Belas Prinsip Transformasi Ekonomi Hijau

Prinsip 1 - Outcome di Atas Label
Klaim dinilai berdasarkan perubahan lingkungan dan kesejahteraan, bukan nama program. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 2 - Pengurangan Sebelum Kompensasi
Emisi dan dampak harus dihindari serta dikurangi sebelum offset. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 3 - Modal Alam sebagai Aset
Hutan, air, tanah, laut, dan biodiversitas dijaga sebagai fondasi ekonomi. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke
dalam keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 4 - Konsistensi Kebijakan
Subsidi, pajak, izin, perdagangan, dan investasi harus searah. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 5 - Keadilan Transisi

Biaya tidak dibebankan pada pekerja dan kelompok rentan tanpa perlindungan. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 6 - Transparansi dan Additionality
Dana, target, metodologi, dan dampak tambahan dapat diperiksa. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 7 - Partisipasi Bermakna
Kelompok terdampak memiliki informasi, suara, dan remedy. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 8 - Teknologi serta Institusi

Inovasi berjalan bersama standard, enforcement, dan capability. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 9 - Life-Cycle Thinking
Dampak tidak dipindahkan antar tahap, wilayah, atau generasi. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 10 - Circularity dan Sufficiency

Efisiensi dilengkapi pengurangan kebutuhan material serta desain baru. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke
dalam keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.
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Prinsip 11 - Pembelajaran Adaptif

Pilot, evaluasi, scale, redesign, dan stop menjadi siklus. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam keputusan
anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Prinsip 12 - Integritas Klaim
Komunikasi proporsional terhadap bukti dan tidak menutupi dampak material. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam keputusan anggaran, investasi, kontrak, indikator, dan perilaku pimpinan.

Kesimpulan Menyeluruh yang Diperluas

Ekonomi hijau Indonesia berada pada persimpangan. Di satu sisi, perubahan iklim, pasar global, teknologi,
dan kesadaran masyarakat mendorong transformasi. Di sisi lain, aset fosil, rente sumber daya, kelembagaan,
dan kebutuhan pembangunan mempertahankan model lama.

Pertanyaan transformasi atau label harus dijawab melalui bukti lintas waktu. Beberapa proyek dapat
genuine sementara sistem tetap tidak berubah. Oleh karena itu, evaluasi perlu pada tingkat proyek, sektor,
dan ekonomi.

Kebijakan hijau yang hanya menambah investasi baru tanpa mengubah subsidi, standard, dan izin akan
menghasilkan ekonomi dual. Sektor kecil menjadi hijau, sedangkan sumber emisi utama bertahan.

Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan transisi sebagai industrialisasi baru. Namun green industrial
policy harus memiliki disiplin, persaingan, teknologi, dan outcome, bukan perlindungan tanpa batas.

Pengelolaan modal alam merupakan pembeda utama. Negara kaya alam dapat tumbuh sambil kehilangan
kekayaan jika PDB mengabaikan depresiasi ekosistem. Akuntansi dan hukum harus mengoreksi.

Transisi energi adalah inti tetapi bukan seluruh ekonomi hijau. Lahan, pangan, laut, material, kota,
kesehatan, dan adaptasi harus masuk strategi.

Keadilan menentukan stabilitas politik. Pekerja serta daerah tidak dapat diminta menanggung biaya demi
manfaat nasional tanpa rencana, dana, dan partisipasi.

Pembiayaan hijau harus menjadi alat, bukan tujuan. Volume besar tidak berarti dampak jika dana
membiayai proyek lama atau target mudah. Additionality, MRV, dan accountability menjadi syarat.

UMKM dan masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi objek standar. Mereka perlu pembiayaan,
teknologi, akses, dan peran dalam rantai nilai. Inklusi adalah desain ekonomi, bukan program tambahan.

Data dan indikator berfungsi sebagai sistem navigasi. Namun data tidak menggantikan pilihan politik.
Negara perlu menentukan batas, prioritas, serta distribusi secara demokratis.

Perguruan tinggi serta pendidikan manajemen memiliki tanggung jawab membentuk kemampuan sistem,
critical thinking, dan etika. Green manager harus mampu membedakan inovasi nyata dari klaim.

Ekonomi hijau Indonesia akan menjadi transformasi struktural ketika pertumbuhan tidak lagi bergantung
pada kerusakan, investasi bergerak ke teknologi serta alam, pekerjaan menjadi lebih baik, dan masyarakat
merasakan kualitas hidup. Sampai titik itu tercapai, kritik terhadap label harus tetap menjadi alat koreksi.
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Lampiran Kebijakan Sektoral Tambahan

A. Semen, Baja, dan Bahan Bangunan

Semen dan baja merupakan bahan penting bagi urbanisasi dan infrastruktur, tetapi emisinya tinggi serta
sulit dikurangi. Dekarbonisasi memerlukan efisiensi, bahan pengganti, elektrifikasi, hidrogen, circular
scrap, dan pada sebagian proses carbon capture. Setiap teknologi memiliki biaya dan kesiapan berbeda.

Pengadaan pemerintah dapat menciptakan pasar bagi green cement dan low-carbon steel melalui standard
embodied carbon. Tanpa permintaan, produsen sulit menanggung investasi awal.

Standar bangunan perlu menilai material serta operasi. Desain yang menggunakan material lebih sedikit
dapat memberi pengurangan besar tanpa teknologi mahal.

Recycling scrap harus didukung collection, quality, dan listrik bersih. Impor scrap juga memiliki aturan
lingkungan.

Kebijakan industri harus mencegah carbon leakage sekaligus meningkatkan daya saing. Dukungan diberi
berdasarkan trajectory emisi dan teknologi.

B. Industri Tekstil dan Fesyen

Tekstil menggunakan air, bahan kimia, energi, dan menghasilkan limbah. Fast fashion meningkatkan
volume serta umur pendek. Transformasi mencakup cleaner production, bahan, dyeing, durability, resale,
dan recycling.

UMKM tekstil menghadapi biaya teknologi dan compliance. Cluster wastewater treatment serta
pendampingan dapat menurunkan biaya.

Traceability bahan dan klaim recycled perlu audit. Campuran serat sering sulit didaur ulang, sehingga
design for recycling penting.

Pekerja, terutama perempuan, perlu kondisi kerja layak. Produk hijau yang dihasilkan melalui eksploitasi
tidak memenubhi inklusivitas.

Pasar ekspor akan semakin menuntut data serta due diligence. Capability nasional menjadi keunggulan.

C. Industri Sawit dan Komoditas Lahan

Sawit memiliki produktivitas minyak tinggi dan memberi penghidupan, tetapi ekspansi serta konflik lahan
menciptakan dampak. Ekonomi hijau fokus peningkatan hasil pada lahan ada, perlindungan HCV,
traceability, dan petani kecil.

Replanting petani membutuhkan pembiayaan dan pendapatan selama masa belum menghasilkan. Program
yang tidak mengatasi cash flow akan lambat.

Limbah dan metana dapat dimanfaatkan menjadi energi serta produk bio. Namun life-cycle serta
penggunaan lahan tetap dihitung.

Sertifikasi nasional dan global perlu kredibel, harmonis, dan terjangkau. Data geolokasi dapat membantu
tetapi melindungi petani.

Diplomasi perdagangan perlu menyajikan kemajuan sekaligus menerima perbaikan. Menolak seluruh kritik
tidak membangun trust.
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D. Perikanan dan Rantai Dingin

Perikanan berkelanjutan membutuhkan data stok, batas tangkap, monitoring, dan hak nelayan. Kapal serta
rantai dingin menggunakan energi; efisiensi dapat mengurangi biaya dan kehilangan hasil.

IUU fishing merusak sumber daya serta fairness. Enforcement perlu teknologi, kerja sama, dan due process.

Akuakultur dapat mengurangi tekanan atau menciptakan polusi, penyakit, dan konversi habitat. Lokasi,
pakan, limbah, dan biosecurity penting.

Cold chain mengurangi food loss tetapi meningkatkan listrik. Energi terbarukan serta refrigerant rendah
emisi diperlukan.

Ekonomi biru harus melihat kesejahteraan nelayan, bukan hanya ekspor dan investasi besar.

E. Pariwisata Hijau
Pariwisata bergantung pada alam serta budaya, tetapi juga menambah transportasi, air, sampah, dan tekanan
lahan. Daya dukung menjadi dasar, bukan jumlah kunjungan saja.

Destinasi perlu indikator energi, air, limbah, biodiversitas, pekerjaan lokal, dan revenue leakage. Sertifikasi
hotel saja tidak cukup.

Transportasi jarak jauh memiliki emisi besar. Strategi dapat mendorong length of stay, kualitas, dan
spending daripada volume.

Komunitas lokal perlu hak dalam tata kelola serta benefit. Konflik lahan dan komersialisasi budaya harus
dikelola.

Climate risk dapat merusak destinasi. Adaptasi serta diversifikasi ekonomi melindungi.

F. Sektor Keuangan dan Risiko Alam
Bank serta investor mulai menilai risiko iklim, tetapi risiko biodiversitas dan air juga material. Kredit pada

sektor tergantung alam dapat mengalami kerugian ketika ekosistem turun atau regulasi berubah.

Scenario analysis membantu, tetapi data lokasi dan model masih berkembang. Ketidakpastian bukan alasan
menunda, melainkan melakukan pendekatan bertahap.

Engagement dengan debitur dapat mendorong transition plan. Divestment cepat mungkin memindahkan
aset. Escalation perlu jelas.

Produk hijau harus memiliki taxonomy serta outcome. Suku bunga lebih rendah hanya dibenarkan bila
risiko atau dampak mendukung.

Regulator perlu menghindari one-size-fits-all dan memperhatikan UMKM, namun disclosure material

harus konsisten.

G. Peran Pajak dan Insentif

Pajak lingkungan dapat mengubah perilaku dan memberi pendapatan, tetapi desain menentukan distribusi.
Pajak bahan bakar, kendaraan, plastik, ekstraksi, atau pencemaran memiliki basis berbeda.

Revenue recycling dapat membiayai bantuan, transportasi, restorasi, serta penurunan pajak lain.
Transparansi penggunaan meningkatkan dukungan.
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Insentif investasi hijau perlu additionality dan sunset. Teknologi yang sudah kompetitif tidak perlu
dukungan sama.

Tax depreciation, credit, dan exemption dapat mendorong, tetapi administrasi harus sederhana. Perusahaan
kecil membutuhkan refundable support atau grant.

Pajak juga perlu mengatasi windfall dan resource rent agar masyarakat memperoleh bagian serta dana

transisi.

H. Ekonomi Hijau dan Ketahanan Energi

Ketahanan energi sering digunakan untuk membenarkan semua sumber domestik, termasuk fosil. Ekonomi
hijau mendefinisikan ketahanan sebagai sistem yang terjangkau, diversifikasi, rendah risiko geopolitik, dan
kompatibel iklim.

Energi terbarukan domestik mengurangi impor tetapi membutuhkan mineral, teknologi, dan jaringan. Local
capability serta diversifikasi supplier penting.

Efisiensi adalah sumber ketahanan karena mengurangi kebutuhan. Standard appliance, industri, dan
bangunan memberi manfaat.

Distributed energy dapat meningkatkan resilience pulau dan daerah terpencil, tetapi operasi serta tarif perlu
sustainable.

Strategic reserve dan flexibility tetap dibutuhkan selama transisi. Perencanaan menghindari stranded asset.

Rancangan Indeks Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia

Indeks dapat terdiri atas enam pilar: produktivitas hijau, dekarbonisasi, efisiensi sumber daya, modal alam,
inklusi sosial, dan kualitas institusi. Setiap pilar menggunakan indikator outcome serta enabling condition.

Pilar produktivitas hijau mengukur nilai tambah sektor rendah karbon, investasi, inovasi, ekspor, dan
produktivitas energi serta material. Tujuannya melihat apakah ekonomi baru tumbuh.

Pilar dekarbonisasi mengukur emisi absolut, intensitas, bauran listrik, efisiensi, dan aset fosil baru.
Indikator capacity tidak cukup tanpa generation serta trajectory.

Pilar sumber daya mengukur material footprint, sampah per kapita, circular input, air, dan polusi. Data
sektoral serta daerah diperlukan.

Pilar modal alam mengukur extent, condition, deforestasi, restorasi, biodiversitas, DAS, pesisir, dan jasa.
Quantity tanpa condition menyesatkan.

Pilar sosial mengukur green jobs, upah, gender, akses energi, health co-benefit, displacement, dan social
protection. Indeks harus menghindari rata-rata semata.

Pilar institusi mengukur konsistensi subsidi, enforcement, data, participation, procurement, greenwashing
cases, dan capacity daerah.

Bobot indeks perlu deliberasi serta sensitivity analysis. Score tunggal memudahkan komunikasi, tetapi
dashboard detail harus tersedia.
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Indeks digunakan untuk learning dan alokasi, bukan menghukum daerah tanpa mempertimbangkan baseline
serta kapasitas. Trend dan peer group lebih adil.

Pengembangan indeks dapat melibatkan Bappenas, BPS, kementerian, daerah, kampus, masyarakat, serta
dunia usaha dengan governance independen.

Skenario Kegagalan yang Perlu Diantisipasi
Kegagalan pertama adalah technological lock-in: investasi besar pada teknologi transisi yang tidak

kompatibel dengan target akhir. Stage-gate serta scenario membantu.

Kegagalan kedua adalah fiscal overextension: pemerintah memberi subsidi dan jaminan terlalu besar. Risk
sharing serta additionality wajib.

Kegagalan ketiga adalah social backlash: biaya energi atau pekerjaan tidak dikelola. Perlindungan dan
dialog dilakukan sejak awal.

Kegagalan keempat adalah resource rush: permintaan mineral mempercepat kerusakan. Standard, spatial
planning, recycling, dan enforcement diperlukan.

Kegagalan kelima adalah data illusion: dashboard tampak canggih tetapi data tidak berkualitas. Independent
verification serta audit lapangan.

Kegagalan keenam adalah green monopoly: kebijakan menciptakan perusahaan dominan baru. Competition
dan open standard menjaga.

Kegagalan ketujuh adalah policy reversal setelah pergantian politik. Legislasi, institusi, dan constituency
manfaat memperkuat durability.

Kegagalan kedelapan adalah externalization: emisi turun domestik melalui impor produk kotor.
Consumption footprint dan trade policy membantu.

Kegagalan kesembilan adalah offset dependence: pengurangan ditunda. Batas dan hierarchy wajib.

Kegagalan kesepuluh adalah elite capture: lahan, kredit, dan manfaat diambil kelompok kuat. Ownership,
participation, dan grievance menjaga.

Refleksi Penutup Terakhir

Ekonomi hijau bukan warna baru pada ekonomi lama. Ia adalah perubahan hubungan antara manusia,
produksi, teknologi, dan alam. Perubahan tersebut menyentuh keputusan paling mendasar mengenai apa
yang diproduksi, bagaimana, di mana, untuk siapa, dan dengan biaya siapa.

Indonesia mempunyai alasan ekonomi yang kuat untuk berubah: polusi menurunkan kesehatan, bencana
merusak aset, ketergantungan komoditas meningkatkan volatilitas, dan pasar global berubah. Ekonomi
hijau bukan sekadar kewajiban internasional.

Namun transisi tidak boleh menjadi alasan baru untuk mengekstraksi tanpa batas atau memusatkan
kekuasaan. Mineral, karbon, dan data alam dapat menciptakan rente baru. Institusi harus lebih siap.
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Pertumbuhan tetap penting untuk mengatasi kemiskinan dan menyediakan layanan. Pertanyaan bukan
pertumbuhan atau lingkungan, tetapi pertumbuhan jenis apa, dengan modal apa, dan apakah kekayaan total
bertambah.

PDB akan tetap berguna, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya kompas. Kekayaan alam, kesehatan,
pekerjaan, dan ketahanan memberi gambaran lebih utuh.

Perjalanan 2026-2035 perlu dipandang sebagai dekade implementasi. Target 2050 atau 2060 kehilangan
arti jika investasi hari ini tidak berubah.

Keberhasilan akan memerlukan koalisi: pemerintah, bisnis, pekerja, masyarakat, daerah, kampus, dan
generasi muda. Tidak ada aktor tunggal memiliki semua sumber daya serta pengetahuan.

Kritik terhadap greenwashing bukan sikap anti-transisi. Justru kritik menjaga agar ekonomi hijau tidak
kehilangan makna dan kepercayaan.

IBM-ASMI dapat membantu dengan menempatkan integritas, evidence, dan systems thinking dalam
pendidikan manajemen. Manajer masa depan harus mampu memimpin perubahan yang kompleks dan adil.

Ketika kebijakan mampu menyelaraskan kata, modal, teknologi, hukum, dan hasil, ekonomi hijau akan
menjadi transformasi struktural. Selama keselarasan belum tercapai, evaluasi kritis harus terus dilakukan.

Halaman 55



